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BABIV 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Bertolak dan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dan penulisan skripsi ini 
dapat ditarik kesimpulan sebagai benkut : 
a. Tindakan pembakaran hutan yang dilakukan oleh 58 perusahaan pemegang HPH 
dan mengakibatkan kebakaran hutan yang dampaknya meluas sampai ke negara 
tetangga, dalam hal ini Singapura dan Malaysia, adalah mutllak melanggar asas­
asas tanggung jawab negara, kaidah hukum, dan kaidah moral di dalam Hukum 
Intemasional sehingga menimbulkan tanggungjawab negara. 
Apabila tetjadi sengketa antara para pihaknya, maka dapat diselesaikan dengan 
mengacu pada konsep imputabilitas sebagai salah satu sendi Hukum Intemasional 
dalam menyelesaikan sengketa Intemasional, khususnya yang berkaitan dengan 
konsep tanggung jawab negara. 
b.Perusahaan pemegang HPH selaku badan hukum dapat dikenakan pertanggung 
jawaban untuk membayar ganti rugi atas kerusakan hutan dan pencemaran udara 
yang ditimbulkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya karena pemegang 
HPH yang diwakili oleh 58 perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang 
memperoleh ijin dan negara, maka jika kasus ini diselesaikan di Mapkamah 
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Intemasional, maka harus dihadiri oleh pemerintah Republik Indonesia. 
2. Saran 
a. Hendaknya Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan lingkungan hidup wilayah 
nya dengan memikirkan upaya preventif dan penanggulangan yang efektif sebagai 
kepedulian terhadap tanggung jawab moral yang berlaku dalam Hukum Intemasio­
nal selaku anggota masyarakat intemasional demi terciptanya kehidupan bemegara 
yang baik. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan 
perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa ling­
kungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi ke­
langsungan hidup di dunia ini. 
b. Pemerintah hendaknya mengembangkan dan menyempumakan perangkat hukum­
nya, peraturan perundang-undangan, prosedur koordinasi antar sektor dan antar 
daerah dengan melibatkan para ahli yang berkaitan dengan masalah ini dalam 
upaya pengelolaan lingkungan hidup, demi terciptanya penegakan hukum terutama 
terhadap badan hukum yang seharusnya menjadi teladan dan mempunyai tanggung 
jawab moral untuk mengendalikan diri dalam mengeksploitasi hutan. ApabiJa ada 
pelanggaran, pemerintah harus bertindak tegas, dengan tidak mengeluarkan ijin 
bagi badan hukum jika akan melaksanakan proses pembukaan hutan (land 
clearing) dengan cara membakamya. 
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Perhatian pemerintah dan masyarakat terlalu keeil sehingga dihimbau untuk lebih 
memperhatikan agar tidak terlambat menangani hal ini. Tentu saja penyebabnya 
karena pemerintah dan masyarakat tidak punya kepedulian yang eukup dan tidak 
saling mendukung dalam upaya penanggulangan sehingga diperlukan kerjasama 
yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu seharusnya mengadakan : 
pelatihan, penyuluhan. dan himbauan dengan tujuan terciptanya kesadaran dari 
berbagai pihak untuk membenahi diri sebagai upaya membangkitkan kesadaran 
terhadap lingkungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kelestarian 
alam. 
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